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PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PERBEKEL BUDUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan
akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai
asas rekognisi dan asas subsidiaritas maka perlu

ditetapkan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

“Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun
2015 tentang Penetapan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten
Badung Tahun 2016 - 2021(Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian
Perbekel; .
Peraturan Bupati Badung Nomor 77 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2016 nomor 77,
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Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibanty perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kewenangan Desg adalah kewenangan yang dimiliki
Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul,
kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
serta  kewenangan lain yang  ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah  Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJ UAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam

rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa

dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan

asas subsidiaritas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam

rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang

kewenangan desa yang meliputi :

a
b

&
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- penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

pelaksanaan Pembangunan Desa;

pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

pemberdayaan masyarakat Desa.



Menetapkan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK
dan
PERBEKEL BUDUK

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN
DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia



BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:
a. Kewenangan Desa; dan

b. Kewenangan Desa Adat.

BAB IV
KEWENANGAN DESA
Bagian Kesatu

Penataan Kewenangan

Pasal 5
(1) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf a dilaksanakan melalui penataan kewenangan
Desa.
(2) Penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a. jenis dan perincian kewenangan Desa; dan

b. kriteria kewenangan Desa.

Bagian Kedua
Jenis dan Perincian Kewenangan Desa
Paragraf Kesatu

Jenis Kewenangan Desa

Pasal 6
Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. kewenangan lokal berskala Desa;
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Paragraf Kedua

Perincian Kewenangan Desa

Pasal 7
(1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri
atas :
a. sistem organisasi masyarakat adat;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
C. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan

€. péngembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 8

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dengan Peraturan Desa ini.
Pasal 9

(1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana

dimaksud Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. pengelolaan tambatan perahu;

b. pengelolaan pasar Desa;

C. pengelolaan tempat pemandian umum;

d. pengelolaan Jaringan irigasi;

€. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat
Desa;

[. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan
Pos pelayanan terpadu; '

§- péngembangan dan pembinaan sanggar seni dan

belajar;
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h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

i. pengelolaan embung Desa;

J- pengelolaan air minum berskala Desa; dan

k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah

pertanian.

Pasal 10

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dengan Peraturan Bupati ini.

BABV
KEWENANGAN DESA ADAT
Bagian Kesatu

Penataan Kewenangan

Pasal 11
Penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 berlaku mutatis mutandis bagi penataan

kewenangan Desa Adat.

Bagian Kedua
Jenis dan Perincian Kewenangan Desa Adat
Paragraf Kesatu

Jenis Kewenangan Desa Adat

Pasal 12
Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 berlaku mutatis mutandis bagi jenis kewenangan

Desa Adat.
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Paragraf Kedua

Perincian Kewenangan Desa Adat

Pasal 13

Perincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul Desa

Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan
berdasarkan susunan asli;

b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;

c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;

d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat
yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras
dengan  prinsip hak asasi manusia dengan
mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;

€. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa
Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di
Desa Adat; dan

g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan

kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat,

Pasal 14

Penyelenggaraan hak asal usul Desa Adat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

a.penataan  sistem  organisasi  dan kelembagaan
masyarakat adat;

b. pranata hukum adat;

. pemilikan hak tradisional;
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d. pengelolaan tanah ulayat;

e. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;

f. pengelolaan tanah kas Desa Adat;

g- pengisian jabatan Kepala Desg Adat dan Perangkat
Desa Adat; dan

Bagian Ketiga

Kriteria Kewenangan Desa Adat
Pasal 15

Kriteria kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-

usul sebagaimang dimaksud dalam Pasal 11 antara lain :

a. adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan
berkembang dalam penyelenggaraan Desa Adat;

b. hak sosial budaya masyarakat Desa Adat; dan

C. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 17

(1) Perbekel melaporkan kepada Bupati melalyj Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap
pelaksanaan kewenangan Desg dan Desa Adat di
wilayahnya: '

(2) Pelaporan sebagaimang dimaksud pada ayat (1)
‘dﬂakukan S¢Cara tertulis dan disampaikan paling

sedikit satu kal dalam saty tahun ataqy sesuai

kebutuhan ;
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(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan

terkait pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk  pelaksanaan dan penataan

kewenangan Desa dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
dan

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

ketentuan peraturan perundangan.



SEKRETARIAT
DESA Bupyk
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Pasal 20

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka
peningkatan pendapatan ag]j Desa sesuai dengan
kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan peraturan

perundang~undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Desa ipj mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Berita Desa BUDUK., |

Ditetapkan di : BUDUK
o~ "o
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